
 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 12  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur 

dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa 
ketentuan tentang pengaturan pemberian tambahan 

penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung, maka ketentuan 
sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali dan 

disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 2851); 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negera 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586); 

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5657); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1976 Nomor 57); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5258); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, 

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Jabatan; 

20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 

21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 
2); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 
17); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2007 Nomor 20) Sebagaimana Telah diubah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2012 Nomor 23); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 

Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 
2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2009 Nomor 25); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit 

Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 

6); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2012 Nomor 24 Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bandung; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 
12); 

35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2008 Nomor 4); 

36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2008 Nomor 5)sebagaimana telah  beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 
28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 
Nomor 28);  
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37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2008 Nomor 6); 

38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 7);  

39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang 

Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung(Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2008 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan 

Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 

Nomor 49); 

40. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009, tentang 
Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah  Kabupaten Bandung (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2009 Nomor 38); 

41. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai 

Negeri Sipil Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2010 Nomor 31); 

42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2010 Nomor 53); 

43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2011 tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 

Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 59); 

44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang 

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 

Nomor 29); 
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45. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 2). 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. 

 

PASAL I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita 

Daerah Kabupaten  Bandung Tahun 2015 Nomor 2), diubah 
sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 6 

 

(1) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) dinilai berdasarkan atas laporan pelaksanaan 
tugas jabatan setiap bulan dalam memenuhi Sasaran 

Kerja Pegawai. 

(2) Penilaian indikator kinerja atas laporan pelaksanaan tugas 

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap 2 (dua) aspek penilaian, yang terdiri dari :  

a. Aspek Kuantitatif; merupakan penilaian atas 

penyelesaian seluruh target output  tugas/pekerjaan 
yang dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat 

keputusan, paket, laporan, kegiatan dan lain-lain yang 
dilaksanakan pada bulan berkenaan, dengan nilai 
paling tinggi 100% (seratus persen); 

b. Aspek Kualitatif; merupakan penilaian atas kualitas 
mutu hasil kerja yang terbaik, dengan nilai paling tinggi 
100% (seratus persen). 

(3) Total Nilai penilaian indikator kinerja merupakan 
persentase rata-rata dari hasil penjumlahan atas 

persentase rata-rata aspek kuantitatif dan persentase rata-
rata aspek kualitatif. 

(4) Format laporan pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
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LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN 

BULAN …….. TAHUN …. 
 

NO I. PEJABAT PENILAI NO 
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG 

DINILAI 

1 Nama 
 

1 Nama  

2 NIP 
 

2 NIP  

3 
Pangkat/Gol.
Ruang  

3 
Pangkat/Gol. 
Ruang 

 

4 Jabatan 
 

4 Jabatan  

5 Unit Kerja 
 

5 Unit Kerja  

No I. Kegiatan Tugas  Jabatan 

Penilaian 
Total 

Nilai 

(%) 

Kuantitatif 
Kualit

atif (%) 
Target Realisasi % 

 

1 

 

2 3 
 

4 5 6 7 *) 

1  
 

  
  

2  
 

  
  

3  
 

  
  

4 Dst…. 
 

  
  

 II. Tugas Tambahan      

1       

2       

3 Dst….      

 NILAI RATA-RATA     

Keterangan : *) =  
              

 
 

 

Mengetahui,  Pejabat Penilai, 
PNS yang dinilai,   

   
   

________________________  ________________________ 
   

 

2. Lampiran I dihapus. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 

2015. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 18 Pebruari 2015 
  

 BUPATI BANDUNG, 
  

 
 
 

ttd 

 DADANG M. NASER 
  
  

 
Diundangkan di Soreang  

pada tanggal 18 Pebruari 2015  
  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

ttd 
 
 

 

SOFIAN NATAPRAWIRA 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  

TAHUN 2015 NOMOR 12     

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 

              Pembina 
NIP. 19740717 199803 1 003 


